PEMERINT AH PROVINS! MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR: 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH D! LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINS! MALUKU TAHUN 2012

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa dalam rangka rmeningkatkan efisiensi dan
efekiivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan serta  tuntutan Grand Desain
Reformasi Biroklasi periu dilaksanaian penataan
kekembagaan, ketatalaksanaan dan
kepegawaian berbasis Analigis Beban Karja;

bahwa penatagn berbasis Analisis Beban Kerja
didasarkan pada hasil perhitungan beban kerja
setiap jabatan/ Unit Kerja agar diperoleh formasi
pegawai yang dapat memenuhi kebutuhan dan
kapasitas  organigasi secara  profesional,
transparan, proporsional dan rasionaf;



Mengihgat

1.

_F_'enetapan Hasil Analisis Beban Kérj

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaéé
dimaksud . dalam huuf & dan g

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi M3

Tehun 2012 perlu difetapkan dengan Perat
Gubernur Maluky; o

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 1t el
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomo
Tahun 1957 tentang Pembentukém ba
Swatentra Tingkat | Maluku (Lembaran. N ¢
Republik Indonesia Tahun 1953 Ncm.of;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon

Nomoar 1617); B

Undang-Undang -Nomor 8 Tahun 1974 fenta
Pokok-Pokok - - Kepegawaizn sebagaifﬁa
beberapa kali mengalami perubahan, perubalf;é_m
yang terakhir adalah Undang-Undang Nomot 4
Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1969 :
Nomor 169, tambahan Lembaran Negé,'-'éa:f._ g
Republik Indonesia Nomor 3890j; '

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta’ng.:. :
Pemerintahan. Daersh (Lembaran Negara:."-:i_i-r
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1_25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indongsia
Nomor 4437), sebagaimana felah dubah |
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang - :"
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Nomor 12 Tahun 2008 tenteng Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indoneésia Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan
Pemerintah Daerah  (Lembaran tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438),

‘Undang-Undang Nomor, 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5234);

Peratran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
fenfahg"Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Repubfik Indonesia tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741). Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 teniang Perubahan Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Fengangkatan Pe_gawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktur (Lembaran Negara tahun 2002



Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nom:
4104);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawal Negeri qu
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahgy:.
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negars
Republik indonesia Nomor 3547). Sebagaiman
telah diupah dengan Peraturan Pemerintan
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Neg.aré.‘i_.;
Republik indonesia tahun 2010 Nomor 5121); .

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri S'lpiz.""' 1
(Lembaran Negara Republix Indonesia tahun .-
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara -
Republik indonesia Nomor 4G15). Sebagaimana
telah  divhah dengan Peraturan Pemerintah -
Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia tahun 2003 Nomor 122

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4132);

Peraturan Pemefinizh Nomor 100 Ta‘hun 2000
tentang Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil
dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik indonesia tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4018). Sebagaimana telah diubah dengan

10

1.
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Peraturan Pemerintah Nomor 13Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4194),

Keputusan Presiden Repubiii indonesia Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi
Birokrasi,

Peraturan Bersama Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasl, Menteri Delam  Neger Menteri
Keuangan Nomor 02/SPRIMPAN-RB/8/2011,
Nomor 800 — 632 Tahun 2011, dan Momaor
14/Penundaan Sementara Calon Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan  Menteri  Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomeor
20 Tahun 2070 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014;

Peraturan  Mentefi  Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis
Jabatan,

Peraturan Daerah Provinsi  Maluku Nomor 2
Tghun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keja Sekretariat Daerah Provinsi




12,

13.

14.

15.

Maluku dan Sekretariat Dewan 'Perwal;il'éu S :

Rakyat Provinsi Maiuku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03~ %
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organis'a's;'\
dan Tata Kerja Dines-Dinas Daerah Provinsi‘-

Maluku;

Peraturan Daerzh Provinsi Maluku Nomor 04 :
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kera Lembaga-Lembaga Tekms o
Daerah Provinsi Maluku sebageimana feiah B

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Mauku Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah 'Provinsi'_-i'-
Mauku Nomor 04 Tahun 2007 tentang '
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja -
Lembaga-Lembaga Teknls Daersh Provinsi

Maluky,

Peraturan Daerah Provinsi Mailukuy Nomor 01
Tahun 20711 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Badan Koordinasi  Penyuluhan
Pertanian, Perikanan den Kehutanan Provinsi
Maluku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

s S

e tq ket

16.

1.

18.

18.
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pravinsi Maiuku;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi
Maluky;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor o4
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Ketahanan Pengan Provinsi Malukuy,

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05
Tahun 2071 tentang Organisast dan Taia Keria
Badan Pendapaten, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku;

Peraturan Gubernur Maluku Nomer 10 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Negeri Sipil Repubﬁk Indonesia Provinsi
Maiuku;

Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 22
sid 30, 35 sid 44, 48 sid 56 tentang Uralan
Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah
dan LembagaTeknis Déerah;



Menetapkan
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21. Kepitusan Gubemur Provinsi Maluku Nomor
41.d Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim
Perumus Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah
Provinst Malukuy;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUSERNUR MALUKU TENTANG
PENETAPAN HASH ANALISIS BEBAN KERJA
SATUAN KERJA PERAMGKAT DAERAY n
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
MALUKL TAHUN 2012,

BAB |
KETENTUAN UBMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1.

2

Daerah adalzh Daersh Provingi Malulu,

Pemerintah Daerah adalah Gubermur dan Perangkat Daerah
Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah;

Gubernur adalah Gubernur Matuku;

Dewszn Perwakilan Rakyat Daersh disingkat DPRD adaiah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluky,

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Malukig

1a.

11.

i2.
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Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

Otonomi Daerah adaieh hak kewenangan dan kewajban Daerah
Otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistim Negara KesatuanRepublik indonesia;

Jabatan Struktural adalah  Kedudukan menunjukan  Tugas

~ tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawal Negeri

Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara,

Pegawal Negeri Sipil Daersh adaiah Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsl Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekeria pada
Pemerintah Daerah atau dipekerjekan di luar instansi induknya;

Uraian tugas adalah suatu paparan atau benfangan atas semua
tugas jabatan yang metupakan tugas pokok yang dilekukan oleh
pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil
kerja dalam kondisi terteniu;




13.

4.

15.

6.

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk
memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabafén_’_
dan disajikan unttk kepentingan program kepegawaian serty
memberikan umpan balk bagi organisasi, tata!aksa'n'é,""_'-f .

pengawasan dan akuntabilitas;

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggurfg
jewab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dé!é:m:___j'_

suatu satuan organisasi Negara;

Uraian Jebatan adalah uraian tentang informasi dan kérakteﬁstik

jehatan, seperti nama jshatan, Kkode jabatan, letak jaba'tani_".: : :--
khtiser jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, per.a!atar.\_"' '
kerja, tenggung jawab jabatan, wewenang jabatan korslasi® - :
jabatan, kondisi lingkungan Kerja dan syarat jabatan. Ur_aian.. V'
Jjebatan diartikan pula sebagai gambaran t;entang hai-hal y:ang |

berkaitan dengan jabatan yang meliputi rincian tugas, hasil kerig,
bahan keria, peraiaian kerja, tanggung jawab, wewenang,
korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisk, dan
kemungkinan risiko bahaya, serta persyaratan jabatan;

Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki
oleh sesecrang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan
merupakan tuntutan kemarmpuan kerja yéng ditunjﬁkan dengan
keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan
pengetahuan kerja, pendidikan, pefatihan, pengalaman kerja, dan
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kemampuan dari aspek pskologis dan kekuatan fisik. Syarat
jabatan diartikan pula sebagal kualifikasi yang harus dipenuhi
untuk menduduki suatu jabatan seperti pendidikan, pelatinan,

pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan keria seria

syarat psikotogi,

17.  Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara
vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas,
dan tanggung jawab jabatan serta bersyaratan jabatah. Peta
jabatan. menggarbarkan  seluruh  jabatan  yang ada dan

kedudukannya dalam unit keria

BAB il
;MAKS&!D DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penetapan hasil Analisis Beban Kerja adalah  untuk
menyediakan informasi jumiah kebutuhan pegawsi /pejabat pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah serta mewujudkan. efisiensi dan efektifias

pelaksanaan tugas organisasi.

pasal 3

Tujuan penetapan hasil Analisis Beban Kerja adalah untuk penguaten
kapasitas ‘organisasi melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan

dan kepegawaian berbasis Analisis Bebarn Kerja.



BAB Ilf
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Hasil Analisis Beban Kerja adalah mformas: jumiah:.'

kebutuhan pegawail pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

terdfri dari Sekretariat Daerah dan Sekretant DPRD Dihas-Dinas

Daerah dan UPTD serta Lembaga-Lembaga Teknis Daerah,

BAB IV
HASIL ANALISIS BERAN KERJA

Pasal §

Analisis Beban Kerja menghasilkan informasi berupa: jumlah kebutuha;?é
-pegawai/ pejabat, jumiah beban kerja jabatan, waktu kerja efektif dan
wakiu - penyejesaian atau. - siandar kemampuan  rata-rata - dengan e

- pendekatan hasil kerja, objek kerja, peralatan kerja dan tugas per tugas
jabatan serta standar kebutuhan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Hasll Analisis Beban Kerja, sebiagaimana disebut - dalam Pasal 5,..
secara lengkap dan terind tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran 1

Peraturan Gubernur ini sebagai bagian yang tidak - terpisahian dari
Peraturan ini.

o 0 i B B g1 R R R TS

iy

e et

s
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal7
Perasiuran Gubernur ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Juli 2012

GUBERNUR MALUKU,
TiD
KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH MALUKUY,
10

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINS] MALUKU TAHUM 2012 NOMOR 11



